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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Impor 

               Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara 

(luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan dua 

Negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua 

negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang-

undangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir 

(supplier) dan yang lainnya bertindak sebagai negara penerima / importir (Andi 

Susilo, 2013). 

        Impor merupakan kegiatan ekonomi membeli produk luar negeri untuk 

keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Kecendrungan kegiatan impor yang 

besar tidak sepenuhnya beruk bagi sebuah Negara karena impor juga akan 

merangsan kegiatan investasi, apabila barang mentah, barang setengah jadi untuk 

keperluan perindustrian. Pengembangan industri subtitusi impor didalam negeri 

harus sejalan dengan penggalakan ekspor (Asyad, 2005). 

     Impor adalah kegiatan perdagangan internasional yang meliputi kegiatan 

pengiriman suatu barang dari luar negeri ke seluruh pelabuhan yang ada diseluruh 

wilayah Indonesia. Kegiatan impor dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam 

negeri baik berupa pangan maupun untuk kegiatan industri dan lain – lain (I Putu 

Kusuma Junaintara, 2012) 

        Impor di artikan sebagai kegiatan penjualan atau pengiriman barang, jasa 

atau modal yang berasal dari daerah pabean ke luar daerah pabean melalui 

perjanjian atau tidak, yang di lakukan oleh orang badan hukum atau negara sesuai 

dengan peraturan yang berlaku (Ali Purwito, Indriani (2015) 
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1. Pengertian API (Angka Pengenal Impor) 

Menurut Eko Atmadji, (2015), API adalah tanda pengenal sebagai importir 

yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor 

barang. 

2. Pengertian Perusahaan Pengguna Jasa Kepabeanan (PPJK) 

Menurut Andi Susilo, (2008) sejak tanggal 1 April 1997 berganti nama menjadi 

Pengurusan Pelayanan Jasa Kepabeanan (PPJK) merupakan perusahaan jasa 

yang diperlukan dalam kelancaran pengurusan dokumentasi ekspor dan impor 

di wilayah pabean. Perusahaan yang mengurus barang - barang muatan kapal 

laut dan dokumen - dokumen untuk mengirim atau menerimanya ke kapal dari 

kapal atau ke dari gudang atau lapangan penumpukan di pelabuhan, sebagai 

wakil pengirim penerimaan barang muatan kapal laut. 

3.   Pengertian Freight Forwarder 

Menurut Andi Susilo, (2013), sebenarnya tidak ada definisi khusus yang 

tepat secara internasional mengenai pengertian Freight Forwarder. Diluar 

negeri namanya berbeda-beda tergantung dari owner atau permilik Freight  

Forwarder  tersebut  dalam mengembangkan  visinya.  Ada  yang 

menamakan customs brokerage, customs house agent, shipping agent, dan 

forwader agent. 

Namun, jika ditilik secara diksi artikulasi, freight forwarder bisa dikatakan 

sebagai perusahaan jasa pengurusan dokumen dan transportasi yang 

mengatasnamakan shipper/consignee dan melaksanakan kegiatan- kegiatan 

rutinnya seperti stuffing/unstuffing cargo, penyimpanan/ pergudangan, 

mengatur local transport, melaksanakan pembayaran ”ocean freight.” Dalam 

PM 130 Tahun 2016 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa 

Pengurusan Transportasi, yang dimaksud dengan jasa Freight Forwarding 

adalah sebagai Usaha yang ditujukan untuk mewakaili kepentingan pemilik 

barang, untuk mengurus smeua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya 
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pengiriman dan pernerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara 

yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, 

pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian 

dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi, atas pengiriman 

barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya    berkenan    

dengan pengiriman  barang-barang  tersebut  sampai  dengan  diterimanya  

barang oleh yang berhak menerimanya. (Eko Atmadji, 2015). 

Peran Freight Forwarder adalah tempat pemilik barang akan menerima 

nasehat dari forwarder tentang segala sesuatau terhadap berbagai aspek- aspek 

dalam pengiriman dan pengangkutan barang : 

a. Tata cara pengepakan atau pengemasan 

b. Negara   tujuan   pengiriman   barang   beserta   meninjau   peraturan- 

peraturan setempat. 

c. Pengaturan dokumen dan pemantauan barang yang terbaik dan cepat.  

4. Pengertian Importir 

Importir  adalah  orang  perseorangan  atau  badan  hukum  pemilik Angka 

Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)  yang 

mengimpor barang untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean. 

Importir wajib melakukan registrasi importir ke Direktorat Jendral. Registrasi 

importir dapat dilakukan secara online melalui situs resmi. (Andri Feriyanto, 

2015) 

    Dalam perdagangan internasional, importir dikelompokan sebagai berikut : 

a. Pengusaha Impor (Import-Merchant) 

Adalah  badan  usaha  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam bentuk 

Tanda Pengenal Pengakuan Impor (TAPPI) untuk mengimpor barang-

barang yang bersifat khusus yang disebutkan dalam izin tersebut, dan tidak 

berlaku untuk barang lain selain 

yang telah diizinkan. 
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b. Aproved Importer 

Adalah  pengusaha  impor  biasa  yang  secara  khusus diistimewakan 

oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan untuk 

mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang 

dipandang perlu oleh pemerintah. 

c. Importir Terbatas 

Guna memudahkan perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam 

rangka  UU  PMA/PMDN  maka  pemerintah  telah  memberikan izin 

khusus pada perusahaan PMA dan PMDN untuk mengimpor mesin-

mesin dan bahan baku yang diperlukannya sendiri (tidak 

dipedagangkan). Izin yang diberikan dalam bentuk APIT (Angka 

Pengenal Impor Terbatas), yang dikeluarkan oleh BKPM atas nama 

Menteri Perdagangan. (Andri Feriyanto, 2015) 

d. Importir Umum 

Adalah perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka macam 

barang dagang, perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai 

importir umum ini kebanyakan hanyalah Persero Niaga yang sering 

disebut dengan Trading House  atau Wisma Dagang yang dapat 

mengimpor barang-barang mulai dari barang kelontong sampai instalasi 

lengkap suatu pabrik. (Andri Feriyanto, 2015) 

2.2. Komoditi Dalam Impor 

         Menurut Ali Purwito dan Indriani (2015:11) Pembagian komoditi 

dibawah ini adalah secara umum sesuai dengan tujuan pemakaianya,yaitu: 

1. Bahan baku, adanya sifat ketergantungan dalam perdagangan 

internasional dan industry dalam negri ,dapat dipenuhi selain 

pembelian barang baku pokokatau   bahan   pendamping   dari   dalam   

negri, juga   melalui importasi. indonesia   mengimpor   berbagai   jenis   

bahan   baku   untuk kebutuhan industri. Bahan baku industry bisa 

berupa bahan baku pokok dan bahan pendamping. misalnya, 

kebutuhan akan komponen kendaraan bermotor, selain  local  content  

dari  produk  dalam  negeri  dan  sebagaian masih diimpor. Untuk 



10 
 

 
 

meningkatkan daya saing pemerintah memberikan fasilitas   impor   bea   

masuk   ditanggung   negara. Dari   penelitian   yang dilakukan oleh 

beberapa mahasiswa Universitas Indonesia antara tahun 2010 hingga 

2014, didapatkan kesimpulan,bahwa minat terhadap fasilitas ini masih 

belum optimal. 

2. Barang-Barang   Konsumsi, terbanyak   importasi   yang   dilakukan   

oleh importir  saat  ini  adalah  konsumsi,yaitu  barang  yang  

digunakan  untuk memenuhi   kebutuhan   rumah   tangga   sehari-

hari   antara   lain   alat elektronik, susu, daging, beras, mentega, 

makanan kalengan, kosmetik, kedelai, obat-obatan  termasuk  untuk  

kecantikan  dan fashion. 

3. Barang permainan anak-anak membanjirnya barang-barang murah 

untuk mainan anak-anak,mengakibatkan keamanan dan kesehatan 

terhadap pemakaian banyak di abaikan. 

4. Minyak bumi dan mineral,ekspor komoditi ini sudah dibatasi,misalnya 

dengan kewajiban membangun kilang atau smelter,yang diharapkan 

dapat memberikan nilai tambah. 

2.3. Dokumen –Dokumen  impor 

        Menurut  Andri Feriyanto,  2015,  Semua  jenis  dokumen  yang 

terdapat dalam perdagangan internasional, baik yang dikeluarkan 

pengusaha, perbangkan, pelayaran, dan instansi lainnya mempunyai arti 

dan peranan penting.  Semua  jenis dokumen  yang terdapat  dalam  

perdagangan internasional (ekspor impor), baik yang dikeluarkan 

pengusaha, perbankan, pelayaran, dan instansi lainnya mempunyai arti dan 

peranan penting. Oleh sebab itu, semua dokumen yang menyangkut 

kegiatan tersebut harus dibuat dan diteliti dengan seksama. Dokumen-

dokumen dalam perdagangan internasional ekspor impor tersebut dapat 

dibedakan ke dalam tiga kelompok yaitu dokumen induk, dokumen 

penunjang dan dokumen pembantu. Jenis-jenis dokumen impor adalah: 
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1. Dokumen Induk 

               Dokumen Induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh 

Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional, yang memiliki 

fungsi sebagai alat pembuktian pelaksanaan suatu transaksi. Termasuk 

dalam dokumen-dokumen sebagai berikut: 

a. Bill Of Lading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Sumber : Dokumen PT. Gerbang Cahaya Utama 

 

                       Gambar 1. Dokumen Bill Of Lading 

                         Surat tanda terima barang yang telah dimuat dalam kapal 

laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga 

sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang 

melalui laut. 
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b.   Invoice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

     

         Sumber : Dokumen PT. Gerbang Cahaya Utama 

  

Gambar 2. Dokumen Invoice 

                   Suatu dokumen yang penting dalam perdagangan dengan 

data- data dalam invoice akan diketahui beberapa jumlah wesel 

yang akan dapat ditarik, jumlah penutupan asuransi, dan 

penyelesaian segala macam bea masuk. Dalam bentuk faktur 

biasa dari penjual  kepada pembeli yang potensial juga 

merupakan tawaran pada pembeli untuk menempatkan 
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pesanannya yang pasti dan sering dimintakan oleh pembeli. 

Invoice dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu: 

1) Proforma Invoie 

                Merupakan penawaran dalam bentuk faktur biasa dari penjual 

kepada pembeli yang potensial juga merupakan   tawaran pada 

pembeli untuk menempatkan pesanannya yang pasti dan sering 

dimintakan oleh pembeli supaya instansi yang berwenang dinegara 

importir akan memberikan izin impor. Faktur ini biasanya 

menyatakan syarat-syarat jual beli dan harga barang sehingga 

segera setelah pembelian yang bersangkutan telah menyetujui 

pesanan maka akan ada konrak yang pasti.  

2) Commercial Invoice 

         Nota  perincian  tentang  keterangan  jumlah  barang-barang  

yang dijual dan harga dari barang-barang tersebut, serta perhitungan 

pembayaran. Faktur ini oleh penjual (eksportir) ditujukan kepada 

pembeli (importir) yang nama dan alamatnya sesuai dengan yang 

tercantum dalam L/C dan ditandatangai oleh yang berhak 

menandatangani. 

3) Consular Invoice 

        Faktur yang keluarkan oleh instansi resmi yaitu kedutaan atau 

konsulat. Faktur ini terkadang ditandatangani oleh konsul 

perdagangan Negara pembeli, dibuat oleh eksportir dan 

ditandantangani oleh konsul negara pembeli, atau dibuat dan 

ditandatangani negara sahabat dari negara pembeli. 

Peraturan-peraturan antara Negara memiliki perbedaan antara satu 

dengan yang lainnya tentang faktur ini, tetapi yang jelas kegunaan 

dari faktur ini antara lain untuk memeriksa harga jual dibandingkan 

harga  pasar  yang sedang berlaku  dan  untuk  memastikan  bahwa 
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tidak terjadi dumping, selain itu juga diperlukan untuk menghitung 

bea masuk ditempat importir. 

2. Dokumen Penunjang 

Dokumen  yang dikeluarkan  untuk memperkuat atau merinci 

keterangan yang terdapat dalam dokumen induk, terutama faktur 

(invoice). Yang termasuk dalam dokumen penunjang antara lain: 

a. Daftar Pengepakan (Packing List) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen PT. Gerbang Cahaya Utama 

 

                        Gambar 3. Dokumen Packing List 

 

          Dokumen ini dibuat oleh eksportir yang menerangkan uraian 

dari barang-barang yang di pak, dibungkus atau diikat dalam peti 

dan sebagainya  dan  biasanya  diperlukan  oleh  bea  cukai  untuk 



15 
 

 
 

memudahkan  pemeriksaan. Uraian  barang  tersebut  meliputi  

jenis bahan pembungkus dan cara mengepaknya. 

b. Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) 

 

                               Sumber : Dokumen PT. Gerbang Cahaya Utama 

 

               Gambar 4. Dokumen Certificate Of Origin 

         Surat pernyataan yang ditandatangani untuk membuktikan 

asal dari suatu barang, digunakan untuk memperoleh fasilitas bea 

masuk atau sebagai alat penghitung kuota di negara tujuan untuk 

mencegah masuknya barang dari negara terlarang. 
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c. Phytosanitary Certificate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Sumber : Dokumen PT. Gerbang Cahaya Utama 
 

               Gambar 5. Dokumen Phytosanitary Certificate 

 

        merupakan suatu dokumen mutlak pada proses ekspor impor, 

apabila negara tujuan mempersyaratkan. Dokumen ini berisi 

informasi mengenai jumlah, jenis dan jumlah kemasan, nama 

pengirim dan penerima dan lain sebagainya. Namun yang utama 

dokumen ini menjelaskan, bahwa suatu komoditas bebas dari 

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) tertentu. 
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d. Certificate Of Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
 

                            Sumber : Dokumen PT. Gerbang Cahaya Utama 

                  Gambar 6. Certificate Of Analysis (COA) 

           COA merupakan akronim dari Certificate of Analysis, 

dokumen yang membuktikan dan menjelaskan bahwa pengecekan 

tertentu telah dilakukan terhadap produk terkait. Yang berisi 

tentang data kuantitatif hasil pengecekan sampel produk yang 

dilakukan di laboratorium analisis suatu badan atau perusahaan 
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yang dapat mengeluarkan sertifikat atau dokumen terkait seperti 

PT. Sucofindo atau PT. Geoservices. 

e. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 

           

    Sumber : Dokumen PT. Gerbang Cahaya Utama 

Gambar 7. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 

        dokumen yang dibuat oleh PPJK yang merupakan 

pemberitahuan kepada Bea Cukai mengenai barang-barang impor 

yang masuk kedalam wilayah pabean dan dikeluarkan ke 

peredaran bebas. 

 



19 
 

 
 

 

 

f. SP2MP (Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa) 

            

                         Sumber : Dokumen PT. Raja Abadi Samudera Raya 

               Gambar 8. Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa 

        Surat ini dikeluarkan oleh Kantor Balai Karantin Pertanian 

Kelas I Semarang yang dibutuhkan untuk mengetahui kontainer 

mana yang akan diambil sample untuk diperiksa oleh pihak 

karantina pertanian. 
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g. REKIM (Rekomendasi Impor) 

    

Sumber : Dokumen PT. Raja Abadi Samudera Raya 

   Gambar 9. Dokumen Rekomendasi Impor 

         Rekim atau juga di sebut Surat Keputusan Mentri Republik 

Indonesia yang di keluarkan oleh Departemen Pertanian, yang 

menyatakan bahwa barang yang telah di impor tersebut termasuk 

barang yang aman untuk di distribusikan atau di gunakan untuk 

bahan pakan ternak 
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h. Delivery Order 

 

                                Sumber : Dokumen PT. Raja Abadi Samudera Raya  

                                          Gambar 10. Delivery Order 

       Dokumen yang dikeluarkan atau dirilis oleh perusahaan 

pelayaran  MSC Cabang Semarang yang diberikan kepada 

perusahaan PT. Raja Abadi Samudera Raya untuk digunakan 

sebagai dasar pembuatan job order/barcode Tpks dan lain-lain. 
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2.4. Pihak Yang Terkait Dalam Penanganan Dokumen Impor 

Menurut Miranti Sedyaningrum, (2015), Meskipun eksportir dan importir 

adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional, jika tidak ditunjang 

atau   didukung   dengan   badan   usaha   lain,   mustahil   perdagangan   

akan terlaksana dengan baik. Kelompok lain ini mempunyai peranan yang 

sangat besar dalam menjamin kelancaran pelaksanaan ekspor dan impor 

secara berkeseluruhan. Kelompok lain ini terdiri dari bagian-bagian sebagai 

berikut : 

1. Bank Devisa 

        Peran bank dalam kegiatan ekspor dan impor sangat penting karena 

selain sebagai penyedia kredit ekspor, juga bisa mengamankan dan 

memperlancar transaksi perdagangan internasional melalui letter of 

credit (L/C). Dari sisi eksportir, L/C merupakan jaminan kepastian 

pembayaran dari importir melalui bank. Selain itu bank juga di butuhkan 

dalam pembukaan L/C impor, penyampaian dokumen pengapalan 

(shipping document) dan dalam negosiasi dokumen pengapalan tersebut. 

2. PPJK/EMKL 

        Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang berganti nama menjadi 

perusahaan jasa kepabeanan (PPJK) sejak tanggal 1 April 1997 

merupakan perusahaan  jasa  yang  diperlukan  dalam  kelancaran  

pengurusan dokumentasi ekspor dan impor di wilayah pabean. 

Perusahaan jasa ini juga berperan dalam kelancaran dalam proses  

stuffing (pemuatan barang ke dalam peti kemas) di gudang eksportir 

dan proses stripping (menurunkan muatan dari dalam peti kemas) di 

gudang importir. 

3. Shipping Company 

        Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa 

pengiriman suatu barang atau sebuah muatan via darat, udara, dan laut. 
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Pelayaran masih memegang kekuasaan dalam bidang angkutan 

internasional meskipun angkutan melalui udara dan darat cukup 

berkembang baik. Hambatan dalam bidang angkutan ini akan sangat 

mempengaruhi perdagangan internasional. Maskapai pelayaran/ 

perkapalan bertugas menerima barang - barang dagang dari shipper/ 

eksportir/ freight forwarder, mengatur pengangkutan barang - barang dan 

menerbitkan Bill Of Lading (B/L) atau surat bukti muat barang.  

 

4. Dirjen Bea dan Cukai 

        Sebagai suatu lembaga yang berkaitan erat dengan perdagangan 

internasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga 

merupakan trade facilitator yang harus bisa memberikan kemudahan 

dalam  pelayanannya  yang  berkaitan  dengan  lalu-lintas barang  di 

wilayah   kepabeanan 

5. Perusahaan Asuransi 

        Perusahaan asuransi yang notabene bisa memberikan jaminan 

segala kerugian memegang peranan penting dalam perdgangan 

internasional. Eksportir maupun importir tidak bisa mempredisikan 

risiko atas komoditasnya. Tidak mungkin risiko tersebut ditanggung 

sendiri oleh eksportir atau importir. Oleh karena itu, timbul 

pembayaran biaya tambang (ocean freight) yang dinamakan CIF (Cost 

Insurance Freight) yang   biaya   premi   asuransinya   ditanggung   

oleh   eksportir   atas permintaan importir. 

6. PT. PELINDO III 

        Di Indonesia pengusaha pelabuhan adalah PT. Pelindo ( Pelabuhan 

Indonesia), yang menyediakan semua fasilitas pelabuhan. Sebagai 

pelabuhan internasional, perusahaan ini harus mengikuti regulasi 

nasional maupun internasional, seperti keamanan dan ketersediaan 

fasilitas yang berstandar internasional. Pelabuhan internasional pintu 
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utama ekspor dan impor tak lepas dari regulasi internasional yang 

mengatur keamanan dan ketersediaan fasilitas yang berstandar 

internasional, pengusaha pelabuhan harus mampu mengadopsi dan 

melaksanakan dengan baik safe framework of Standard to Secure dan 

Facilitate  Global  Trade  (SAFE-FoS),  hal  ini  di  akui  oleh  Tim 

Diagnostic Mission dalam kunjungan evaluasinya ke indonesia. 

Indonesia menjadi salah satu dari 174 negara anggota World Custom 

Organization (WCO) dan 155 negara untuk melaksanakan SAFE-FoS. 

2.5.  Definisi PIB dan SSM (Singgle Submission) dalam kepabeanan 

1. PIB (Pemberitahuan Impor Barang) 

        Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah dokumen 

pemberitahuan oleh importir kepada bea cukai atas barang impor, 

berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip self assessment. 

Apa itu prinsip self assessment? Ini merupakan prinsip yang 

mewajibkan wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan pajak 

sesuai ketentuan undang-undang. Beberapa contoh dokumen yang 

termasuk dalam dokumen pelengkap PIB di antaranya invoice, packing 

list, bill of lading/airway bill asuransi. 

a. Dasar Hukum Pemberlakuan Formulir Pemberitahuan Impor   

Barang 

Berikut Ini sejumlah landasan hukum yang mengatur penggunaan 

formulir PIB di Indonesia : 

1) Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang       

telah diubah dengan UU no. 17 Tahun 2006. 

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 155/PMK.04/2008 tentang 

Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan No. 226/PMK.04/2015. 
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3) Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P-22/BC/2009 tentang 

Pabean Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan PER 20/BC/2016. 

b. Cara Kerja Penyampaian Pemberitahuan Impor Barang 

        PIB berisi perincian atas barang impor, termasuk jumlah pajak 

dan bea masuk yang harus dibayar atas barang impor. PIB 

disampaikan dalam data elektronik melalui sistem kepabeanan atau 

menggunakan media penyimpan data digital. PIB juga dapat 

disampaikan melalui tulisan di atas formulir khusus. PIB kemudian 

dilaporkan bersamaaan dengan beberapa dokumen pelengkap serta 

bukti pembayaran bea masuk, cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor 

(PDRI) yang disampaikan kepada pejabat di kantor pabean. Barang 

Kena Cukai (BKC) dapat dilunasi dengan pelekatan pita cukai yang 

dokumen pemesananannya telah disampaikan kepada pejabat di 

kantor pabean tempat pengeluaran barang. Untuk dokumen seperti 

Surat Pemberitahuan Jalur Merah, Surat Pemberitahuan Jalur 

Kuning, SPPB untuk jalur hijau pelunasannya dilakukan dalam 

jangka waktu 3 hari kerja setelah tanggal. Sementara, untuk 

dokumen SPPB untuk jalur MITA Prioritas dan jalur MITA Non 

Prioritas pelunasannya dilakukan dalam jangka waktu 5 hari kerja.  

 

                               Sumber https://bc.beacukai.go.id 

 

              Gambar 11. Alur Proses Sistem PDE Impor 
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c. Tata Cara Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka 

Impor 

1) Pembayaran bea masuk, cukai dan PDRI dapat dilakukan di bank 

devisa persepsi atau kantor pabean dapat dilakukan dengan cara 

pembayaran biasa dan pembayaran berkala. 

2) Untuk kantor pabeanan yang telah menerapkan sistem PDE 

kepabeanan, dapat melakukan pembayaran di bank devisa 

persepsi yang masih sejalur dengan sistem PDE kepabeanan yang 

sekota/sewilayan kerja dengan kantor pabean yang bersangkutan. 

Pihak Bank akan memberikan bukti pembayaran dan 

mengirimkan credit advice melalui sistem PDE kepabeanan ke 

kantor pabean yang telah menerapkan sistem PDE kepabeanan. 

2. System SSM (Single Submision) 

a. Pengertian Umum INSW  

             Diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018, yaitu 

integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya 

penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data 

dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian 

keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan 

pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

b. Pengertian Umum Aplikasi INSW  

        Sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional, yang dapat 

diakses melalui jaringan internet (public network), yang akan 

melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan 

dokumen kepabeanan dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor-

impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta 

memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara 

otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, 
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kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan 

proses pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor impor. 

c. Pengertian System SSM (Single Submision) 

        SSM Pabean Karantina dan Joint Inspection adalah system baru  

yang bertujuan untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi proses 

pengeluaran barang impor, juga meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi layanan dan pengawasan barang impor, khususnya terhadap 

komoditas wajib karantina. Sebelumnya, proses layanan kepabeanan 

dan karantina dalam pengeluaran barang impor dilakukan secara 

berurutan dan terpisah. Alhasil, pelaku usaha harus melakukan dua 

kali input data dan dokumen permohonan pada sistem masing-

masing Kementerian/Lembaga. Proses pemeriksaan barang juga 

dilakukan masing-masing secara sequential oleh Karantina dan 

DJBC. Melalui implementasi SSM Pabean Karantina dan Joint 

Inspection, pelaku usaha cukup mengajukan permohonan 

pemrosesan karantina sekali melalui Sistem INSW dan pemeriksaan 

kepabeanan dan karantina dilakukan secara terpadu. Simplifikasi 

yang dihasilkan melalui SSM Pabean Karantina dan Joint Inspection 

ditargetkan dapat meningkatkan kinerja logistik nasional dan 

perekonomian nasional sesuai tujuan penataan Ekosistem Logistik 

Nasional. 

 


